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Jangan Pernah Tergiur Pajak Judi Onlme

PEMERINTAH diminta tidak
tergiur dengan pajak judi onl
ne. Wacana pajak judi onli-
ne tersehut muncul karena
aliran uang yang terhang ke
Inar negeri lewat judi online
mencapai US$% miliar atau
sekitar Rp150 triliun, Wacana
ini disampaikan Menkominfo
Budi Arie Setiadi dalam Rapat
Kerja dengan Komisil DPR RI,
pekan lalu.

“Di dalam agama Islam her-
judi hukumnya falah haram,
Ini artinya lslam melarang
umatnya untuk melakikan
perbuatan yang tercela terse-
but. Di negara kita Indonesia
berjudi juga dilarang ini hisa
dipahami dariPasal 303KUHP,"
tijar Wakil Kerua Umum MUT
Anwar Abbas, kemarin.

Menurut dia, jika pemerin-
tah mengenakan pajak terha-

dap judi online, ini dapat diar-
tikan pemerintah telah mele
galisasi prakrik perjudian.
Kalau iru yang terjadi, falsafah
dan hukum dasar yang diper-
gunakan oleh sang pengua-
sa sebagai tolok wkur dalam
membuat kehijakan bukan lagi
Pancasila dan UUD 1945, tapi
ialah falsafah materialisme,
hedonisme, dan pragmatisme.

“Bila itu yang terjadi, berarti
pemerintah telah fidak melak-
sanakan mgas dan fungsinya
secara haik, yaitu melindungi
rakyal dan menyejahterakan
mereka,” ujar Anwar,

“Kalau hal itu dibiarkan tetap
terus herlangsung, itu berarti
tanda tanda kehaneuran dari
negerd ini sudah mulai kelihat-
an dan hal in tenm saja tidak
kita inginkan,” tamhahnya.

Dia menegaskan pemerin-

tah seharusnya tidak berpikir
unfuk mengenakan pajak ter
hadap judi onfime, tapi dengan
tegas memblokir, menutup,
menindak, serta mematikan
akses dan sits judi online.

Secara lerpisah, Kelua
Umum Pimpinan Pusat Mu-
hammadiyah Haedar Nashir
berpesan agar pemerintah
mengutamakan tanggung ja
wab kebangsaan di atas prag
matisme ekanomi.

Alih-alih memanfaarkan
potensi pajak dari judi online,
Haedar herharap pemerintah
melaksanakan tanggung jawah
maoral sesuai pedoman Panca
sila dengan menutup akses judi
atau hahkan memblokirnya.

“Ya, terserahlah, kebijakan-
kebijakan yang lehih mem.
blakir, ya tidak memberi ruang
yang leluasa, Pokoknya semua-

nya (kebijakan) harus di atas
tanggung jawab sosial kebang
saan yang lebih luas, Jangan
sampal malah im membawa
mafsadal, membawa mudarat
hagi masa depan hangsa,” kata
Haedar,

Selain hertentangan dengan
konteks keindonesiaan, waca-
N wacana pragmatis seperti
itu, kata Haedar, justru menim-
bulkan pertanyaan mengenai
komitimen para pejabal negara
untuk menjalankan amanat
pemerintahan sesuai pedoman
Pancasila,

“ltulah kemudian yang me-
nimbulkan opini kuat di kala
ngan umat beragama bahwa
satu sisi (negara) begitu sensitif
terhadap polemik dan ekspresi
limar heragama, sementara di
sisi lain memberikan kelang-
garan,” tegasnya. (DesX-5)
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